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Abstrak
 

Repatriasi harta wajib pajak pada Program Pengungkapan Sukarela atau yang disingkat dengan PPS diatur

dalam Bab 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan dan disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021. Aturan turunan dari Undang-Undang ini dibuatkan

dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.03/2021 dan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 52/KMK.010/2022. Kementerian keuangan mencatat bahwa nilai repatriasi aset yang

akan dibawa oleh wajib pajak senilai Rp13,7 triliun. Oleh karena itu, penelitian ini mengevaluasi kebijakan

repatriasi aset luar dari luar negeri ke dalam negeri pada Program Pengungkapan Sukarela. Peneliti

menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Theodoulou dan Kifonis. Tujuan penelitian

ini adalah mengevaluasi kebijakan repatriasi aset pada Program Pengungkapan Sukarela dan faktor

penghambat dalam menjalankan repatriasi aset oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini menggunakan

pendekatan post-positivis dengan jenis penelitian deskriptif. Tehnik pengumpulan data diperoleh melalui

studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan

stakeholder. Hasil dari evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pada proses kurang

dipersiapakan dengan baik, evaluasi kebijakan pada hasil secara persentase lebih tinggi dari pada program

tax amnesty, evaluasi kebijakan pada dampak memberikan penerimaan dalam waktu yang cepat dan

pemerintah dapat menggunakan dana repatriasi yang ada di SBN untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan

APBN, manfaat jangka pendek kebijakan menghasilkan penerimaan negara dalam waktu yang cepat dengan

biaya yang minim. Terdapat juga hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu kebijakan

yang dijalankan diwaktu yang tidak tepat karena pandemi COVID-19, asset wajib pajak yang tidak liquid

ditambah lagi bayang-bayang resesi global akibat pandemi, program yang kurang menarik bagi wajib pajak,

kurangnya kepastian hukum atas kebijakan Program Pengungkapan Sukarela, serta kondisi ekonomi dan

politik di Indonesia yang belum stabil akibat pandemi.

......Repatriation of taxpayer assets in the Voluntary Disclosure Program or abbreviated as PPS is regulated

in Chapter 5 of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax

Regulations and ratified on 29 October 2021. Derivative regulations from this Law were made in Regulation

of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 196/PMK.03/2021 and Decree of the

Minister of Finance Number 52/KMK.010/2022. The Ministry of Finance noted that the value of asset

repatriation to be brought by taxpayers is IDR 13.7 trillion. Therefore, this study evaluates the policy of

repatriating foreign assets from abroad to within the country in the Voluntary Disclosure Program. The

researcher uses the policy evaluation theory put forward by Theodoulou and Kifonis. The purpose of this

study is to evaluate the asset repatriation policy in the Voluntary Disclosure Program and the inhibiting

factors in carrying out asset repatriation by the Directorate General of Taxes. This study uses a post-

positivist approach with a descriptive research type. Data collection techniques were obtained through

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920527397&lokasi=lokal


library research and field studies. Field studies were carried out by means of in-depth interviews with

relevant stakeholders. The results of the policy evaluation show that the policy evaluation process is not well

prepared, the policy evaluation results in a higher percentage than the tax amnesty program, the policy

evaluation on the impact of providing revenue in a fast time and the government can use repatriation funds

in SBN to meet APBN financing needs, short-term benefits of policies generate state revenue in a fast time

with minimal costs. There are also obstacles faced by the Directorate General of Taxes, namely policies

implemented at the wrong time due to the COVID-19 pandemic, taxpayer assets that are not liquid plus the

shadow of a global recession due to the pandemic, programs that are less attractive to taxpayers, lack of

legal certainty over the Voluntary Disclosure Program policies, and economic and political conditions in

Indonesia that have not been stable due to the pandemic.

 


